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Pembayaran - LS Kontraktual

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Alur Pembayaran LS

Pembayaran

● PPK wajib terlebih dahulu membuat dan mendaftarkan data 

kontrak di aplikasi SAKTI. Pastikan nomor kontrak yang 

didaftarkan di SAKTI sesuai dengan nomor Surat Pesanan yang 

terbit dari Katalog Elektronik untuk memastikan proses berjalan 

lancar

● PPK wajib mendaftarkan data Penyedia sebagai Supplier Tipe 2 

di SAKTI

●LS Kontraktual Non Termin/Sekaligus berlaku

untuk semua Surat Pesanan yang terbuat sejak

17 September 2025. Adapun sebelum tanggal

tersebut, masih berlaku alur pembayaran LS non 

kontraktual.

 

●LS Kontraktual Non Termin/Sekaligus hanya dapat

digunakan untuk pesanan non termin. Adapun 

pesanan termin dapat dilakukan pembayaran di 

luar sistem.



PPK Memilih Metode Pembayaran LS

● PPK dapat memilih metode pembayaran LS Terintegrasi SAKTI untuk 

semua nominal transaksi, tanpa ada limitasi.

● Setiap pembayaran dapat dilanjutkan jika PPK telah mengisi data COA dan 

semua dokumen pembayaran sudah tersedia 

○ Surat Pesanan

○ BAST

○ Invoice (setelah kedua pihak unggah dokumen pajak)

○ Dokumen Pemungutan tarif PNBP

Metode LS

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Daftar 

Pesanan 

Metode LS

Pembayaran

PPK dapat mengklik tombol “Pilih Metode Pembayaran” dari halaman Daftar 

Pesanan atau halaman Detail Pesanan



Contoh Tampilan

Pop-up Metode 

Pembayaran 

PPK dapat mengklik tombol “Integrasi dengan SAKTI” dari pop-up yang muncul 

untuk memilih pembayaran LS terintegrasi SAKTI.

Metode LS

Pembayaran



Contoh Tampilan

Metode Bayar LS 

terpilih 

Setelah metode pembayaran LS terpilih, maka PPK dapat melihat pada halaman 

Order list ataupun Order Detail akan muncul deskripsi Metode Pembayaran 

Langsung.

Metode LS

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Detail 

Pesanan 

PPK dapat melakukan 

pengunggahan bukti potong 

pajak dengan klik tombol 

“Unggah Bukti Potong Pajak”.

Pembayaran



Muncul pop-up unggah 

Bukti Potong Pajak. PPK 

dapat memilih apakah 

memerlukan bukti 

potong pajak atau tidak 

berdasarkan jenis 

transaksinya.

Pembayaran



PPK dapat menentukan KPP (Kantor 

Pajak Pratama) yang akan dipilih 

sebagai pemungut PPN dan PPnBM. 

PPK dapat memilih salah satu dari 

list KPP yang sudah tersedia. Jika 

pada pesanan tidak terdapat PPN 

dan/atau PPnBM, maka PPK dapat 

menghiraukan pengisian KPP untuk 

PPN dan PPnBM.

Apabila transaksi memerlukan bukti potong pajak, tentukan: 
jenis PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku; kode KPP; dan nilai 
pajak. 

Lampiran bukti potong pajak bersifat opsional.

Pembayaran



.

Jika PPK ingin menambahkan > 1 (satu) jenis PPh, klik tombol “+ 

Tambah PPh”.

Setelah semua data yang diisikan sudah tepat, klik “Simpan”.

Pembayaran



Bukti potong pajak dari PPK dan dokumen penagihan dari Penyedia wajib diunggah terlebih 

dahulu sebelum proses pembayaran dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah kedua 

pihak berhasil mengunggah masing-masing dokumen tersebut, PPK dapat melanjutkan 

pembayaran dengan klik “Lanjutkan Pembayaran”.

Pembayaran



PPK dapat memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung pembayaran LS, yang terdiri dari:

Surat Pesanan, Faktur Pajak, BAST, Dokumen Pemungutan Tarif PNBP, Invoice, Dokumen lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku (apabila ada). Tiap dokumen dapat dilihat menggunakan preview 

tanpa harus mendownload terlebih dahulu.

Setelah semua dokumen dipastikan lengkap dan benar, pembayaran dapat dilanjutkan dengan klik “Lanjutkan 
Pembayaran”.

Pembayaran

Contoh Tampilan

Pop-up Review 

Dokumen



Selanjutnya, lakukan proses lain terkait dengan Pembayaran LS di SAKTI mengikuti aturan yang berlaku. 

Proses tersebut diantaranya adalah:

● Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP);

● Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

● Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Petunjuk teknis (juknis) Pembayaran LS untuk aplikasi SAKTI dapat diakses dengan klik ikon seperti gambar 

diatas

Pembayaran



Pembayaran - Transfer V.A

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendahara Pengeluaran



Membayar Transaksi dengan Metode UP (VA)

● PPK dapat memilih metode pembayaran Transfer oleh Bendahara (VA) untuk 

transaksi yang memiliki nilai total pembelian dibawah Rp 200.000.000.

● Sebelum melanjutkan pembayaran, PPK WAJIB memastikan SPBy telah terbit 

pada aplikasi SAKTI 

Panduan SAKTI: Juknis SAKTI (https://djpb.kemenkeu.go.id/tk/id/materi/materi-ppp/275-

petunjuk-teknis-goverment-marketplace-govmart.html)

● Pemilihan metode pembayaran Transfer oleh Bendahara (VA) memiliki 

proses penunjukkan Bendahara dalam sistem.

● Penunjukkan Bendahara dapat dilakukan kepada Bendahara yang memiliki 

satuan kerja yang sama dengan PPK .

● Bank pembayaran yang tersedia adalah BRI dan dapat menerima transfer dari 

bank lain.

https://djpb.kemenkeu.go.id/tk/id/materi/materi-ppp/275-petunjuk-teknis-goverment-marketplace-govmart.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/tk/id/materi/materi-ppp/275-petunjuk-teknis-goverment-marketplace-govmart.html


Bendahara Membayar 
Tagihan

PPK Memilih Bendahara
PPK memilih metode  
pembayaran Transfer 
oleh Bendahara (VA)

Pembayaran Selesai

Ya

Tidak

Alur Pembayaran dengan Metode UP (VA)

Bendahara 
Menerima 

Pembayaran

Bendahara Memilih Bank 
Tujuan VA

PPK Memilih metode 
pembayaran 

Menerbitkan SPBy - SAKTI

Menerbitkan 
SPBy - SAKTI

https://djpb.kemenkeu.go.id/tk/id/materi/materi-ppp/275-petunjuk-teknis-goverment-marketplace-govmart.html


Contoh Tampilan

Halaman Daftar 

Pesanan 

Pembayaran

● PPK dapat mengklik tombol “Pilih Metode Pembayaran” dari halaman Daftar 

Pesanan atau halaman Detail Pesanan



Contoh Tampilan

Halaman Detail 

Pesanan 

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Pilih 

Metode Pembayaran

Pembayaran



● Setelah berhasil menyimpan metode pembayaran, PPK melanjutkan 

pembayaran dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.

● Pastikan bahwa Status SPBy sudah terbit melalui SAKTI

Pembayaran

Contoh Tampilan

Halaman Verifikasi Kelengkapan Dokumen 
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Halaman Pop-up Pemilihan Bendahara

Sebuah pop-up akan 

muncul untuk PPK 

menentukan bendahara 

atas pesanan tersebut

Pembayaran
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Halaman Pop-up Ajukan ke Bendahara

Sistem akan mengirimkan data ke SAKTI.

Pembayaran
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Halaman Daftar Pesanan - Menunggu Pembayaran 

Bendahara

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Daftar Pesanan (Bendahara)

Bendahara dapat memilih 

pesanan yang telah diajukan 

PPK

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Pop-up Konfirmasi Pembayaran 

Bendahara dapat 

mengkonfirmasi  pesanan yang 

telah diajukan PPK

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Pop-up Pemilihan Bank

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Instruksi Pembayaran

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Pembayaran Berhasil 

Pembayaran



Pembayaran - UP KKP

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



PPK Membayar Transaksi dengan Metode UP (KKP) - 

● PPK dapat memilih metode pembayaran Kartu Kredit Pemerintah untuk transaksi yang 

memiliki nilai total pembelian dibawah Rp 200.000.000

● Setiap pembayaran dapat dilanjutkan jika PPK telah mengisi data COA dan semua 

dokumen lampiran pembayaran sudah lengkap 

○ Surat Pesanan

○ BAST

○ Invoice (dapat dipersamakan dengan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Faktur Pajak 

sebagaimana PMK Nomor 58 Tahun 2022)

○ Dokumen Pemungutan tarif PNBP

● Pembayaran dengan UP KKP dapat dilakukan lebih dari satu aktor

○ PPK sebagai pemegang KKP

○ Pemegang KKP (link pembayaran dikirimkan via email)



Pemegang KKP 
membayar tagihan

PPK 
memegang 

KKP?
PPK membayar tagihan

PPK memilih metode  
pembayaran KKP

PPK mengisi alamat email 
pemegang KKP

Pemegang KKP 
mendapatkan notifikasi 
dan link pembayaran via 

email

Pembayaran Selesai
Ya

Tidak

Alur Pembayaran dengan UP-KKP



Contoh Tampilan

Halaman Daftar 

Pesanan 

PPK dapat mengklik tombol 

“Pilih Metode Pembayaran” 

dari halaman Daftar Pesanan 

atau halaman Detail Pesanan

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Detail 

Pesanan 

PPK dapat mengklik tombol 

“Pilih Metode Pembayaran” 

dari halaman Daftar Pesanan 

atau halaman Detail Pesanan

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Pilih 

Metode Pembayaran

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Verifikasi Kelengkapan Dokumen 

Setelah berhasil menyimpan metode pembayaran, PPK melanjutkan 

pembayaran dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Konfirmasi Pemegang KKP 

- PPK

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Pembayaran KKP - PPK

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Konfirmasi Pemegang KKP - Aktor Lain 

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Email Pembayaran KKP -

Aktor Lain

Link pembayaran akan dikirimkan ke email pemegang KKP yang telah diisikan oleh PPK.

Pemegang KKP dapat melanjutkan pembayaran dengan klik “Bayar”.

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Email Pembayaran KKP

Pembayaran



Contoh Tampilan

Halaman Pembayaran Berhasil 

Pembayaran
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Metode Pembayaran Government Marketplace pada Aplikasi SAKTI 

1. Interkoneksi BAST Non Kontraktual

2. Interkoneksi BAST Kontraktual

a. Transaksi UP/TUP

b. Transaksi KKP
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INTERKONEKSI

BAST NON KONTRAKTUAL

Metode Pembayaran Government Marketplace pada Aplikasi SAKTI 
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

3. Pemilihan Kategori BAST (Settlement)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

• Pastikan telah memilih jenis 

Kas, Kategori BAST dan Kode 

Barang (jika ada) yang sesuai.

• BAST Interkoneksi tidak 

dapat digunakan "FITUR 

REKLASIFIKASI BAST/BMN"
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

4. Proses Import BAST
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Setelah proses settlement, dilanjutkan dengan proses import BAST
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

• Apabila proses Import BAST sudah selesai 

dilakukan, data BAST hasil interkoneksi 

dapat dicek pada menu Komitmen > RUH > 

BAST/BAKP/BAPP/DYD.
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Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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1. Pilih Jenis SPP 317 – GUP-KKP
2. Klik Tambah
3. Pilih BAST KKP interkoneksi
4. Lanjutkan perekaman SPP

Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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1. Isi Tanggal Perintah Bayar
2. Pilih PPK terkait
3. Pilih NPWP atas WP/WB terkait
4. Pilih Jenis Perintah Bayar (UP/TUP)
5. Centang checkbox "Klik, jika ada BAST"
6. Pilih data BAST interkoneksi terkait
7. Simpan data SPBy

• Untuk Transaksi BAST UP/TUP 
Interkoneksi INAPROC, kolom 
Interkoneksi Non BAST dapat diabaikan

Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
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INTERKONEKSI

BAST KONTRAKTUAL

Metode Pembayaran Government Marketplace pada Aplikasi SAKTI 
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Mekanisme LS Kontraktual
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus

Pemilihan Kategori BAST (Settlement)

1. Pilih Jenis BAST Kontraktual Lainnya
2. Pilih data BAST yang akan dilakukan proses settlement
3. Pilih Kategori BAST (Jara/Barang)
4. Lakukan perekaman Rincian Barang (Jika memilih kategori Barang)
5. Klik Proses
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus

Proses Import BAST

1. Pilih Jenis BAST Kontraktual 
2. Pilih data BAST yang akan dilakukan proses Import
3. Klik Proses, sehingga data BAST akan diimport ke aplikasi SAKT
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Mekanisme SPM LS Kontraktual – Nontermin/Sekaligus
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Kendala COA



Kendala COA: Data Tidak Ditemukan

Disebabkan oleh:

1. Kode Satker, NIP, Tahun Anggaran 
benar, kecuali MAK

2. Adanya perubahan kode satker 
walaupun menggunakan nama 
satker yang sama

3. Format MAK berbeda dengan 
format MAK SIRUP LKPP/Format 
MAK Nasional

4. RUP yang digunakan memiliki data 
MAK yang salah

Solusi:

• Cek assignment COA di SAKTI. Jika ternyata berbeda 
dengan PPK yang melakukan pembayaran maka 
lakukan reassignment COA. 

• Cek apakah format MAK pada RUP yang digunakan 
sudah tepat (sesuai dengan format MAK SIRUP 
LKPP/Format MAK Nasional) 

• Cek apakah ada typo pada MAK yang ada di SIRUP 
dengan yang ada di SAKTI

• Apabila ternyata ada perubahan MAK/typo MAK, 
silakan lakukan revisi MAK di SIRUP, lalu umumkan 
RUP terbaru. Setelah RUP terbaru terbit dan 
mendapat nomor baru, lakukan perubahan RUP di 
Katalog Elektronik V6
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Error 404 Data tidak ditemukan

Kemungkinan :
1. PPK yang digunakan pada aplikasi Inaproc adalah PPK Khusus pada SAKTI
2. Kode Mata Anggaran yang digunakan tidak sesuai

Penyelesaian :
1. Jika PPK Khusus, pastikan pada aplikasi SAKTI sudah dilakukan perekaman pembagian pagu 

per PPK pada modul Penganggaran dan divalidasi oleh KPA
2. Untuk Kode Mata Anggaran yang dapat terbaca pada aplikasi SAKTI berformat berikut:

(kode program).(kode kegiatan).(kode KRO/output).(kode RO/Sub output).(kode 
komponen).(kode sub komponen).(kode akun)

contoh format Kode Anggaran yang terbaca SAKTI
DF.2129.QEK.005.004.0A.532111



Kendala COA: Data DIPA tidak ditemukan

Disebabkan oleh:

1. Adanya perubahan kode satker 
walaupun menggunakan nama 
satker yang sama

Solusi:

1. Eskalasi ke Pusat Bantuan / Cek kembali 
kode satker di SIRUP & INAPROC sudah 
sama atau belum lalu arahkan PPK untuk 
mencoba isi data COA kembali.

2. meminta PPK untuk mendaftarkan diri ke 
persona yang baru supaya proses PBJ 
menjadi sesuai



Kendala COA: Error 404 - Pejabat Tidak Ditemukan

Disebabkan oleh:

Error ini diterima dari SAKTI yang 
menandakan bahwa NIP yang didaftarkan 
PPK di Ekatalog tidak ditemukan di SAKTI. 

Beberapa indikasinya:

1. PPK salah memasukkan NIP di Ekatalog
2. NIP PPK tidak terdaftar di SAKTI
3. PPK tersebut adalah PPK baru yang 

belum terdaftar di SAKTI
4. PPK di Ekatalog berbeda dengan di SAKTI

Solusi:

- Arahkan PPK untuk cek data NIP pada akun 
INAPROC dengan SAKTI. Error akan muncul 
apabila data di INAPROC dan SAKTI tidak 
sama.

- Apabila PPK belum terdaftar, daftarkan PPK 
di aplikasi SAKTI dahulu



Error COA tidak Mencukupi
Kemungkinan :

● Sisa pagu COA terkait pada aplikasi SAKTI sudah tidak mencukupi.

● Terdapat transaksi interkoneksi yang outstanding sehingga mengurangi sisa pagu yang tersedia untuk 

transaksi interkoneksi.

● Jika LS Kontraktual, nilai yang direkam pada Distribusi COA < Nilai yang dibebankan pada Inaproc.

Penyelesaian :

● Cek Laporan FA detail 16 segmen berbasis Akrual menggunakan level transaksi, cek juga menu interkoneksi 

BAST non kontraktual (nilai sisa pagu pada laporan FA dikurangi nilai transaksi interkoneksi outstanding = sisa 

pagu interkoneksi).

● Jika LS Kontraktual, cek nilai pendetailan pada distribusi COA kontrak terkait.

Input Data COA

Pembayaran
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Total nilai pembelian barang jasa menggunakan COA … tidak mencukupi

Kemungkinan :
1. Pada transaksi Non Kontraktual, sisa pagu COA dan/atau ditambah transaksi interkoneksi 

yang outstanding pada sudah tidak mencukupi.
2. Pada transkasi Kontraktual, nilai yang direkam pada Distribusi COA < Nilai yang 

dibebankan pada Inaproc

Penyelesaian :
1. Cek Laporan FA detail 16 segmen berbasis Akrual menggunakan level transaksi
2. Jika transaksi Non Kontraktual, cek data BAST interkoneksi yang belum diproses pada 

menu interkoneksi
3. Jika transaksi Kontraktual, cek nilai pendetailan pada distribusi COA kontrak terkait



Kendala COA: RUP tidak dapat digunakan

Disebabkan oleh:

RUP tidak dapat digunakan adalah validasi dari order dimana kode RUP yang 
sebelumnya digunakan sudah diganti sehingga RUP tersebut jadi dibatalkan.

Solusi:

Solusinya adalah pada halaman order, silakan lakukan Ubah RUP dengan RUP 
yang masih valid.



Error COA Tidak Dimiliki PPK
Kemungkinan :

● PPK yang digunakan pada aplikasi Inaproc adalah PPK Khusus pada 

SAKTI.

● Kode Mata Anggaran yang digunakan tidak sesuai.

Penyelesaian :

● Jika PPK Khusus, pastikan pada aplikasi SAKTI sudah dilakukan 

perekaman pembagian pagu per PPK pada modul Penganggaran 

dan divalidasi oleh KPA.

● Untuk Kode Mata Anggaran yang dapat terbaca pada aplikasi SAKTI 

berformat berikut :

(kode program).(kode kegiatan).(kode KRO/output).(kode 

RO/Sub output).(kode komponen).(kode sub 

komponen).(kode akun)

Metode Pembayaran LS

Pembayaran



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

400 - #662J1770180256895 : Coa tidak dimiliki oleh PPK

Kemungkinan :
1. PPK yang digunakan pada aplikasi Inaproc adalah PPK Khusus pada SAKTI
2. Kode Mata Anggaran yang digunakan tidak sesuai

Solusi
1. PPK yang digunakan merupakan PPK Khusus dan COA yang digunakan belum dimapping ke 

PPK terkait
2. Lakukan perekaman pembagian pagu per PPK pada aplikasi SAKTI modul Penganggaran
3. Pastikan pembagian pagu per PPK pada poin 2 sudah diapprove oleh KPA

Dalam hal PPK pada aplikasi SAKTI satker hanya terdapat 1 saja, 
pastikan sudah disetting menjadi PPK Umum melalui user Admin Satker



Kendala Pengiriman Data ke SAKTI



Halaman Pop-up Bendahara Belum Terdaftar

Bendahara yang dapat dipilih untuk melakukan pembayaran adalah 

bendahara pada satuan kerja yang sama dengan PPK. Apabila PPK 

memilih bendahara di luar satuan kerja, PPK dapat memilih untuk 

menggunakan metode pembayaran lain atau mengundang bendahara 

tersebut untuk membuat akses pembayaran baru di Manajemen Akun 

Terpusat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Metode Pembayaran UP

Pembayaran



Error Nilai COA  0,-

Kemungkinan :

● Data kontrak pada aplikasi SAKTI sudah 

dilakukan perekaman data BAST kontraktual 

secara manual, bukan menggunakan BAST 

interkoneksi.

Penyelesaian :

● Lakukan hapus data BAST kontraktual yang 

direkam secara manual pada aplikasi SAKTI.

● Lanjutkan ke proses perekaman Invoice setelah 

data BAST manual dihapus.

Metode Pembayaran LS

Pembayaran



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Error 400: nilai pada kode COA … tidak mencukupi … nilai tagihan

Kemungkinan :
1. Data kontrak pada aplikasi SAKTI sudah 

dilakukan perekaman data BAST 
kontraktual secara manual, bukan 
menggunakan BAST interkoneksi

Penyelesaian :
1. Lakukan hapus data BAST kontraktual 

yang direkam secara manual pada aplikasi 
SAKTI

2. Lanjutkan ke proses perekaman Invoice 
setelah data BAST manual dihapus



Kendala Pengiriman data ke SAKTI: 
Gagal mengirimkan data tagihan ke SAKTI untuk pembuatan SPBy KKP

Disebabkan oleh:

PPK belum mendaftarkan Penyedia sebagai Rekanan/ Waijb Bayar di Modul Bendahara

Solusi:

PPK daftarkan dahulu Penyedia sebagai Rekanan/ Wajib Bayar di Modul Bendahara



Error SPBy Tidak Ditemukan
Kemungkinan :

● Proses interkoneksi BAST Non Kontraktual tidak 

sempurna.

Bendahara

Pembayaran

Penyelesaian :

● Ulangi proses interkoneksi BAST Non Kontraktual untuk 

menerbitkan SPBy kembali.



Error Wajib Pajak Tidak Ditemukan

Kemungkinan :

● Data NPWP atas WP/WB yang digunakan pada 

saat perekaman SPBy tidak sama dengan data 

yang digunakan pada BAST interkoneksi.

Penyelesaian :

● Saat rekam SPBy pastikan data NPWP yang 

digunakan = NPWP WP/WB pada data BAST.

PPK

Pembayaran



Error Rekening Supplier Tidak Ditemukan

Kemungkinan :

● Data supplier yang direkam pada aplikasi SAKTI tidak 

sesuai dengan data supplier pada aplikasi Inaproc.

Penyelesaian :

● Cek kesesuaian nomor rekening dan bank antara 

Inaproc - SAKTI.

● Cek penulisan nama pemilik rekening pada Inaproc - 

SAKTI

Metode Pembayaran LS

Pembayaran



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Error 404 Supplier dengan rekening tidak ditemukan

Kemungkinan :
1. Surat Pesanan tertanggal sebelum 

16 September 2025, Data supplier 
yang direkam pada aplikasi SAKTI 
tidak sesuai dengan data supplier 
pada aplikasi Inaproc

Penyelesaian :
1. Cek kesesuaian nomor rekening 

dan bank antara Inaproc - SAKTI
2. Cek penulisan nama pemilik 

rekening pada Inaproc - SAKTI



Kendala Pengiriman data ke SAKTI: 

Error: 404 - No dokumen sudah digunakan

Disebabkan oleh:

• No. BAST tersebut memang sudah pernah digunakan bertransaksi oleh satker 
tersebut sebelumnya

• PPK sudah mencatatkan transaksi tersebut di SAKTI secara mandiri, sehingga nomor 
BAST terduplikat

Solusi:

1. Perlu pengecekan terlebih dahulu, kendala duplikasi BAST dimaksud terjadi karena 
BAST Inaproc atau karena BAST yang manual



Kendala Pengiriman data ke SAKTI: 
BAST tidak muncul di SAKTI (menu Interkoneksi BAST Non Kontraktual)

Disebabkan oleh:

• Error di SAKTI
• Human error

Solusi:

1. Pastikan user sudah memilih Jenis Dokumen -> BAST Lainnya pada menu 
Interkoneksi BAST Non Kontraktual

2. Jika sudah namun dokumen tetap tidak muncul, pengguna bisa bertanya ke 
https://hai.kemenkeu.go.id/ dengan melampirkan tangkapan layar dan nomor 
pesanan/BAST



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Error 404 – Kontrak Annual Tahun 2026 pada satker XYZ … tidak ditemukan

Kemungkinan :
1. Data Kontrak belum direkam pada aplikasi SAKTI
2. Data Kontrak sudah direkam pada aplikasi SAKTI namun nomor kontrak berbeda dengan 

nomor Surat Pesanan INAPROC
3. Data kontrak sudah direkam pada aplikasi SAKTI dan didaftarkan ke KPPN, namun CAN 

Tahunan belum tercatat

Penyelesaian :
1. Cek kesesuaian penulisan nomor kontrak
2. Cek nomor CAN Tahunannya apakah sudah tercatat pada aplikasi SAKTI



Error Integrasi SAKTI (LS)

Kemungkinan :

● Data Kontrak belum direkam pada aplikasi SAKTI.

● Data Kontrak sudah direkam pada aplikasi SAKTI namun 

nomor kontrak berbeda dengan nomor Surat Pesanan 

INAPROC.

● Data kontrak sudah direkam pada aplikasi SAKTI dan 

didaftarkan ke KPPN, namun CAN Tahunan belum 

tercatat.

Penyelesaian :

● Cek kesesuaian penulisan nomor kontrak dengan Surat 

Pesanan Inaproc.

● Cek nomor CAN Tahunannya apakah sudah tercatat 

pada aplikasi SAKTI.

Metode Pembayaran LS

Pembayaran



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Error Data Kontrak ini tidak ditemukan

Kemungkinan :
1. Data kontrak yang direkam pada aplikasi 

SAKTI berbeda dengan data pada aplikasi 
INAPROC,  biasanya karena ada spasi 
berlebih di depan dan/atau belakang 
nomor kontrak SAKTI (biasanya karena 
copy paste)

Penyelesaian :
1. Lakukan penghapusan data kontrak pada 

aplikasi SAKTI
2. Rekam ulang data kontrak pada aplikasi 

SAKTI menggunakan data yang seharusnya
3. Bentuk ADK kontrak
4. ADK kontrak dapat ditolak
5. Rekam CAN manual menggunakan CAN 

kontrak yang dihapus
6. Kirim ulang data BAST dari Inaproc



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Nilai total detail BAST … tidak sama dengan BAST-nya

Kemungkinan :
1. Pendetailan rincian barang pada menu interkoneksi direkam berkali-kali/terbentuk data 

ganda

Penyelesaian :
1. Bertiket ke Hai untuk pengecekan transaksi dan penyesuaian data dengan 

melampirkan tangkapan layar dan nomor pesanan/BAST



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Belum ada penerimaan barang pada modul komitmen

Kemungkinan :
1. Data NPWP atas WP/WB yang digunakan pada saat perekaman SPBy tidak sama 

dengan data yang digunakan pada BAST interkoneksi
2. Ada perbedaan kode unit teknis BPP

Penyelesaian :
1. Saat rekam SPBy pastikan data NPWP yang digunakan = NPWP WP/WB pada data 

BAST
2. Rekam data SPBy menggunakan operator pembayaran pada unit teknis BPP terkait



© 2026 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terima Kasih
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